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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM ISLAM
A. Pengertian Peranan
Peranan berasal dari kata peran yaitu serangkaian perilaku yang
diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara
formal maupun secara informal. Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua
yaitu:
1. Peran Formal ( Peran yang Nampak Jelas)
yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen yang terdapat
dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-
ayah-istri-ibu.
2. Peran Informal ( Peran Tertutup)
Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak
tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan
emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga.
Untuk itu kebutuhan ekonomi sangat memberikan peran penting dalam
kehidupan manusia.
Menurut Soerjono Soekarto peranan adalah aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya
dengan kedudukannya, makaia menjalankan suatu peranan. Sedangkan
menurut Komarudin peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus
dilaksanakan oleh seorang manajemen. Pola prilaku yang diharapkan
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dapat menyertai status. Bagian dari suatu fungsi seseorang dalam suatu
kelompok atau pranata serta fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.
Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan
merupakan penelitian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam
menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran
mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab
akibat.1







Corporate Social Responsibility adalah nilai dan standar yang dilakukan
berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi
secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan
keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.3
CSR biasanya juga di pahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam
mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, enviroment atau lingkungan
1Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, ( Jakarta: Alfabeta 2002), h. 78
2Hendri Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
H.1
3Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, Efek kedermawanan Pebisnis dan CSR,
(Jakarta:Kompas Gramedia, 2011), h.36
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dan persoalan-persoalan sosial dan dalam waktu yang sama  bisa memenuhi
harapan dari shareholders maupun stakeholders.4
Pada tahun 2005 pakar pemasaran Philip kotler bersama Nancy Lee
mendifinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk
memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik  kebijakan bisnis
dan dengan keterlibatan – keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut
mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan, sedangkan istilah
kesejahteraan komunitas termasuk didalamnya adalah kondisi kehidupan
masyarakat manusia dan juga isu-isu lingkungan.5
C. DasarHukumCorparateSosial Responsibility
Di Indonesia, definisi CSR sering
diterjemahkansebagaitanggungjawabperusahaanterhadap sosialdanlingkungan
dimana perusahaan berada. CSR di Indonesia telahdiaturdalamUndang-
UndangNomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT) dan
undang-undang No. 25 tahun 2007 Pasal  15 dan 16 tentang Penanaman Modal
(UU PM).Bunyi UU PT, BAB V No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 adalah :





4Firsan Nova, Republic Relation, (jakarta:media bangsa,2012), h.309
5Poerwanto, corporate social responsibility menjinakkan gejolak sosial di era pornografi,










Dalampasal 15 dan 16 UU No. 25 tahun 2007 tentangpenanaman modal
ditegaskanamanatbahwa, setiappenanam modal harusberkewajiban dan
bertanggung jawab. Bunyi UU PM BAB IX No. 25Tahun 2007 Pasal15 &
16yaitu:
Pasal 15
Setiap penanam modal berkewajiban:
a. Menerapkanprinsip-prinsiptatakelolaperusahaan yang baik,





e. Mematuhisemuaketentuanperaturanperundang-undangan. Dan pasal 16
yaitu:
6C.StKansildanCristine S.T Kansil, Seluk-Beluk Perseroan TerbatasMenurutUndang-
Undang No 40 Tahun 2007, ( Jakarta:PT. RinekaCipta, 2009), h 65.
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Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. Menjamin tersedianya modal yang bersal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika
penanam modal menghentikan tau meninggalkan atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah pratek
monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,dan kesejahteraan
pekerja; dan
f. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. 7
Dengan demikian sudah dapat dijelaskan bahwa konsep CSR bukan hanya
merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007
dan pasal 15 7 16 UU No. 25 Tahun 2007 menjadi kewajiban untuk melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah
operasi perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum, akan tetapi
khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau
7Hendrik Budi Untung, op. Cit,  h. 210
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berkaitan dengan sumber daya alam atau yang menanamkan modalnya di
Indonesia.
D. Prinsip–prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)
Sejumlahinstitusidantokoh-tokohpentingdalamperkembangan CSR
mengajukanbeberapaprinsipdasaruntukdigunakansebagaiacuandalampelaksanaan







2) Manajementerpadu. Meningkatkankebijakan, program
danpraktekkedalamsetiapkegiatanbisnissebagaisatuunsurmanajemendalam
semuafungsimanajemen.
3) Proses perbaikan. Secaraberkesinambunganmemperbaikikebijakan,
program dankinerjasosialkorporatsertamenerapkankriteriasosialtersebut
secara internasional.
4) Pendidikan karyawan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta
memotivasi karyawan.
5) Pengakajian. Melakukan kajian dampak sosial dan sebelum memulai
kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas dan
meninggalkan lokasi pabrik.
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6) Produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak
negatif secara sosial.
7) Informasi publik. Memberikan dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan,
distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi,
penyimpanan dan pengembangan produk dan begitu pula dengan jasa.
8) Fasilitas dan operasi. Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan
fasilitas serta kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak
sosial.
9) Penelitian. Melakukan dan mendukung penelitian dampak sosial bahan
baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha
dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
10) Prinsip pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau
penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk
mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11) Kontraktor dan pemasok. Mendorong penggunaan prinsip-prinsip
tanggung jawab soaial korporat yang dijalankan kalangan kontaktor dan
pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam
praktis bisnis yang dilakukan kontaktor dan pemasok.
12) Sianga menghadapi darurat. Menyusun dan merumuskan rencana
menghadapi rencana darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerjasama
dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal.
Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
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13) Transfer best practice. Berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang
akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
14) Memberikan sumbangan. Sumbangan untuk usaha bersama,
pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintahan dan
lintas depertemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan
meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15) Keterbukaan. Menumbuhkan keterbukaan dan dialog dengan bekerja dan
publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap potensial hazard
dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.
16) Pencapaian dan pelaporan. Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan
audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria
korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi
tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.8
E. Manfaat Corporate Social Responsibility(CSR)
Manfaat CSR di Perusahaan antara lain adalah:
1. Memperkuat Brand Positioning
Perusahaan  atau brand yang melakukan aksi sosial sebagai bentuk
kontribusinya pada masyarakat, dapat menciptakan “Spirit of Brand” (jiwa
pada satu merek). Aktivitas marketing yang mencakup hal yang berbau
sosial lebih berdampak positif terhadap brand jugmenets (penilaian
terhadap suatu merek).
8Busra Azheri, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory,
(Jakarta:Rajawali Pers,2012) h.47-50
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2. Meningkatkan reputasi dan citra perusahaan.
Reputasi yang kuat dimasyarakat bisa menjadi asset nyata yang
bernilai khususnya pada masa kritis. Citra perusahaan positif dapat
mempengaruhi para pembuat kebijaksanaan, memberikan pengaruh positif
lainnya seperti, meningkatkan kepuasaan, loyalitas karyawan dan dapat
memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja financial
perusahaan.
3. Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau organisasi.
4. Menciptakan preferensi merek mendorong peningkatan penjualan.
5. Memberikan dampak terhadap perubahan sosial, dan penyelesaian masalah
sosial dalam komunitas lokal.
6. Membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas.
7. Meningkatkan kepuasaan dan motivasi karyawan.9
8. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan
9. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
10. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
11. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
1. Membuka peluang pasar yang lebih luas
2. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
3. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
9Firsan Nova, op.cit., h.321-322
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4. Memperbaiki hubungan dengan regulator
5. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
6. Peluang mendapatkan penghargaan10
F. Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility(CSR)
Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks
Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk katagori
(discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda.
Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela
(dscretionary business practice) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal
dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk
dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
Republik Indonesia.
Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business
practice, melainkan pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang (bersifat
mandatory). Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki
kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk
menunjang kegiatan sosial seperti pemberian modal bergulir untuk Usaha Kecil
dan Menenggah (UKM). Demikian halnya bagi perusahaan yang menjalankan
kegiatan usaha dibidang sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74.
10Hendrik Budi Untung, Op.Cit.,h.6
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Selain dilihat dari segi dasar hukum pelaksaannya, CSR di indonesia
secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan
oleh perusahaan besar (misalnya, perusahaan berbentuk korporasi) dan
pelaksanaan CSR oleh perusahaan kecil dan menenggah (small-medium
enterprise-SME). Selama ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan
CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan
besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan
lingkungan melainnkan perusahaan kecil dan menenggahpun bisa memberikan
dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.11
Model pelaksanaan CSR di Indonesia umumnya  terdapat empat model
pelaksanaan yaitu:
1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan
melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. Pada model
ini perusahaan memiliki satu bagian tersendiri atau bisa juga digabung
dengan yang lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
sosial perusahaan termasuk CSR.
2. Melalui Yayasan atau odcrganisasi sosial perusahaan. Perusahaan
mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Pada
model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk
digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan
menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti  lembaga sosial non
11Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability,
(Jakarta:Salemba Empat,2009) h, 161-162
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pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan dan organisasi lainnya.
Seperti misalnya Bank Rakyat Indonesia yang memiliki program CSR
yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dan bekerjasama dengan
pemerintah mengeluarkan produk pemberian kredit untuk rakyat atau yang
dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat(KUR). Contoh lain adalah kerjasama
perusahaan dengan lembaga-lembaga sosial seperti Dompet Dhuafa,
Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya.
4. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. Perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang
didirikan untuk tujuan sosial tertentu.12
Tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR,
khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif menurut Wibisono.
1. Pertama, perusahaan merupakan bagan dari masyarakat dan oleh
karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan
lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi
atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber
daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan
eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul
ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.
2. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan
yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari
12Zaim Saidi dkk, Sumbanga Social Perusahaan,(Jakarta:Piramedia,2003), h, 64-65
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masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya
kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi
positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan
bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
3. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau
bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal
akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan
struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen
perusahaan.13
G. Konsep Kesejahteraan
Dalam bahasa indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah, berarti
aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi
dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.14
Sesungguhnya dengan menyebut masyarakat ataupun kehidupan yang
sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian ini kepada perasaan yang hidup
dimasyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan,
bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan
akan jauh lebih terasa jika masyarakatnya ada kecukupan barang, jasa dan
kesempatan.15 Karena itu kesejahteraan secara adil hanya ada jika dapat disajikan
barang dan jasa  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian
13Http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html, diakses pada tanggal 25
Juni 2015
14Kamus Besar Bahasa IndonesiaPusat Bahasa  (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka
Utama,2008), Edisi keempat, h.1241
15Sarbini, Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama,2004),h.142
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kesejahteraan memerlukan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi dibarengi
dengan pemerataan yang adil.
Keadaan sosial adalah sebuah nilai keutamaan yang diajarkan Islam.
Karena itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi rasa, baik
melalui zakat, sadaqah,hibah,waqaf,maupun wasiat agar terciptanya kondisi hidup
sejahtera dikalangan manusia.16
Kemudian pertanyaannya siapakah yang kemudian bertanggung jawab
terhadap masyarakat ini. Kemudian Islam menjawab pertanyaan ini dengan
prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan
antara individu dengan dirinya sendiri antara individu dengan keluarga dekatnya,
antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat yang laninnya, dan
satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat lainnya secara timbal balik.17
Tujuan pembangunan suatu negara adalah mewujudkan kesejahteraan
hidup (welfare) warganya. Negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan
warganegaranya. Tingkat kesejahteraan hidup menjadi indikator pengelompokkan
adanya negara terbelakang, negara sedang berkembang, dan negara maju. Hanya
saja, mewujudkan welfare memang tidak semudah mengungkapkannya. Apabila
tanpa indikator dan batas yang jelas, maka masalah kesejahteraan hidup menjadi
sukar diukur karena barometer kesejahteraan senantiasa berkembang terus. Karena
itu, indikator dan batas yang jelas dari kesejahteraan sangat diperlukan, setidaknya
berguna terhadap pencapaian tahapan pembangunan.
16Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat Melalui Zakat, (Jakarta:Nuansa Madani,
2001),h.142
17Akhmad Mujahidin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Pekanbaru:Pasca Sarjana UIN
SUSKA RIAU,2007),h.100
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Kesejahteraan hidup senantiasa dikaitkan dengan kualitas hidup. Artinya
semakin meningkat kesejahteraan hidup maka terjadi pula peningkatan kualitas
hidup. Sebaliknya tingkat kesejahteraan hidup yang rendah, maka kualitas
hidupnya pun cenderung rendah pula. Dalam perkembangannya, kualitas hidup
individu, masyarakat, bangsa dan negara ditentukan oleh indikator yang telah
disepakati, seperti tingkat harapan hidup (life expectation) yang tergambar dari
kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan (education degree), dan tingkat
pendapatan (income per capita) serta kualitas lingkungan yang dimilikinya. 18
Sumberdayaadalah, perbaikandankelestarianlingkungan, image positif
perusahaan (keuntungan) dankesejahteraan/ peningkatantarafhidupmasyarakat.
Peningkatan taraf hidup masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan
esensial dari masyarakat diantaranya, ekonomi, pendidikan, inprastruktur, sosial
budaya.Konsep peningkatan taraf hidup masyarakat bersumber dari konsep
tentang kemiskinan dan kesejahteraan.
H. Corporate Social Responsibility Menurut Persfektif Islam
Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran Islam. Manusia
memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab
terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah swt. Jadi, manusia adalah
mahluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan
untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki.
18Elvinaro Ardianto, Op. Cit., h.63
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Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan
sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan
melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang
lain demi mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi
dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah)
sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi
sebagai penerima amanah.19 Maka dengan mengemban amanah,  individu maupun
kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung
jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.
CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam
hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan
dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrum),
kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility).20
Menurut Muhammad Djakfar, pelaksanaan CSR dalam Islam secara rinci
harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh sehingga dapat
membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:
a. Al-adl
Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang
mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang
teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian
bisnis sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika
19Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press,
2007,)h.160
20Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), h.37
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korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam
beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang
diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta.
Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga
bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al-qur’an surat huud






Artinya: Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia
terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat
kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
Islam juga melarang segala bentuk penipuan, gharar (spekulasi),
najsi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak
lain.
b. Al-ihsan
Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang
baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi
nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun
kelompok. Pelaksanaan CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika
individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah
dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-






Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.
Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban
tertentu untuk melakukan untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah
beauty dan perfection dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur
ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, serta
berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders.
c. Manfaat
Konsep ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi
unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal
perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi.
Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan
tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dalam berbagai aspek sosial
seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian
lingkungan.
d. Amanah
Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad
yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan
manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baik kepada mu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Perusahaan yang menerapkan CSR harus memenuhi dan menjaga
amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani pundaknya
misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari
perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam
perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur
kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran
gaji karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan
melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.
21Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-qur’an tentang Etika dan Bisnis, (Jakarta:
Salemba Diniyah,2002)h.99
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